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ABSTRAK 

 

Manusia senantiasa memerlukan adanya bantuan dari manusia 

lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuh kebutuhan 

masyarakat dapat berupa lembaga jaminan fidusia yakni berupa 

pengajuan hutang piutang atau kredit yang dapat dilakukan dengan 

pembayaran angsuran. Tidak sedikit nasabah yang lalai atau 

wanprestasi dalam pembayaran pembiayaan. Perlindungan hukum 

yang dilakukan kepada nasabah wanprestasi yang menggunakan 

jaminan fidusia di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

dilakukan dengan peringatan surat (somasi) awal hingga terakhir, 

bahkan adanya eksekusi barang jaminan sebagai jalan terakhir ketika 

nasabah tidak mampu dalam membayar pembiayaan. Namun jika di 

dalam hal tersebut tanpa didahului dengan surat peringatan atau tanpa 

adanya persetujuan dari kedua belah pihak maka perbuatan ini sangat 

merugikan pihak nasabah, sehingga diperlukan perlindungan hukum 

kepada nasabah wanprestasi.  

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana 

perlindungan hukum bagi nasabah yang melakukan wanprestasi pada 

jaminan fidusia di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi pada jaminan 

fidusia di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang 

melakukan wanprestasi pada jaminan fidusia dan untuk mengetahui 

tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan 

hukum kepada nasabah wanprestasi pada jaminan fidusia tersebut. 

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (field research). 

Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analisis. Teknik 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Serta data diperoleh melalui buku dan jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian. Metode analisis data ialah deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

perlindungan hukum yang dilakukan kepada nasabah wanprestasi 

dalam jaminan fidusia ialah ketika nasabah terjadi cidera janji atau 

wanprestasi dalam pembiayaan maka pihak bank telah melakukan 

peringatan kepada nasabah yang mengalami wanprestasi agar segera 

menyelesaikan kewajibannya yakni melalui surat peringatan (somasi) 

dari peringatan awal hingga akhir guna melakukan pembayaran 

pembiayaan, bahkan adanya penarikan jaminan sebagai jalan terakhir 

guna melunasi pembayaran. Dalam hukum Islam sesuai dalam 
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ketentuan DSN-MUI Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 

menjelaskan bahwa hal ini harus melewati proses peringatan kepada 

rahin guna memenuhi prestasinya terlebih dahulu. Bahwa 

perlindungan hukum terhadap nasabah wanprestasi dalam pelaksanaan 

eksekusi jaminan harus sesuai berdasarkan hukum Islam yang ada. 

Sedangkan, hukum positif terkait perlindungan hukum terhadap 

debitur harus sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 

42 Tahun 1999 yakni bersifat represif serta preventif. Sehingga tidak 

diperbolehkan dengan cara lain karena hal ini dapat mengakibatkan 

eksekusi menjadi batal demi hukum. 

 

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Positif, Jaminan Fidusia, 

Perlindungan Hukum. 
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MOTTO 

 

                               

    

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang 

waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah 

(membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu 

mengetahui(-nya). (Q.S Al-Baqarah (2) :280) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul 

skripsi ini, maka perlu di tegaskan arti dan makna dari beberapa 

istilah yang terkandung pada judul. Judul skripsi ini adalah, 

―Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi 

Menggunakan Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum 

Islam dan Hukum Positf” (Studi Di PT BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung). Adapun istilah yang perlu diolah 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlindungan hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap 

hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati segala hak yang diberikan oleh hukum.
1
 

Perlindungan hukum dalam penelitian ini yaitu perlindungan 

yang diberikan kepada nasabah wanprestasi dalam 

menggunakan jaminan fidusia yang terkait praktik 

penyelesaian wanprestasi di luar pengadilan. 

2. Wanprestasi adalah istilah ingkar janji di mana salah satu 

pihak tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan, karena sesuatu 

sebab lalai atau kekhilafan, paksaan dan penipuan.
2
 

3. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu 

benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda 

yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemilik benda sebagaimana dimaksud pada 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia.
3
 

                                                           
1
 Ruslan Milawartati T, Perlindungan Hukum : Bagi Wisatawan Dendengan 

Kabupaten Banggai (Cv.Azka Pustaka, 2022), 11. 
2 Dr.Yaman, Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 255.  
3 Supianto S.H.,M.H., Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada 

Jaminan Fidusia (Garudhawaca, 2015), 15.  



 

 

 
 

2 

4. Hukum Islam merupakan sekumpulan peraturan terkait 

keagamaan, perintah-perintah Allah dimana mengatur perilaku 

kehidupan umat Islam dalam seluruh aspeknya.
4
 Hukum Islam 

yang dimaksud di dalam penelitian adalah aturan hukum yang 

ditetapkan kepada manusia yakni aturan tentang muamalah. 

5. Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum berdasarkan 

waktunya. Hukum Positf atau dikenal dengan istilah Ius 

Constitutum merupakan hukum yang berlaku sekarang bagi 

suatu masyarakat tertentu.
5
 Hukum positif dalam penelitian ini 

yaitu terkait perlindungan hukum dalam jaminan fidusia. 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud judul skripsi ini 

adalah penelitian tentang perlindungan hukum bagi nasabah 

yang mengalami wanprestasi menggunakan jaminan fidusia 

dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini 

dilakukan di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial di mana selalu hidup 

dalam bermasyarakat. Manusia senantiasa memerlukan adanya 

bantuan dari manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Kehidupan manusia sangat beragam, terutama dalam penunjangan 

perekonomian atau tidak lepas dari masalah muamalat.
6
 Pada 

lembaga keuangan yang berbasis syariah memberikan ruang 

dalam bidang ekonomi di negara Islam. Secara umum terdapat dua 

jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sehingga memiliki fungsi 

yang sama yaitu dapat menghimpun dan menyalurkan dana 

kepada masyarakat.
7
 

                                                           
4 Dr.Rohidin, Pengantar Hukum Islam, ed. M Nasrudin (Yogyakarta, 2016), 

4.  
5 Dkk Prof.Dr.Sri Hajati, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Pe 

(Surabaya: Airlangga University Press, 2017). 10. 
6
 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Pres, 

2000), 11.  
7 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2008), 47.  
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Salah satu cara yang dilakukan sebagai pemenuh 

kebutuhan individu (masyarakat) tersebut muncullah jasa lembaga 

jaminan fidusia yang terbentuk atas dasar pengajuan hutang 

piutang atau kredit dalam kegiatannya memberikan pembiayaan 

berdasarkan kebutuhan individu atau masyarakat dengan 

pembayaran angsuran. Sehingga kedudukan jaminan fidusia disini 

sebagai salah satu jaminan kebendaan untuk dapat memahami 

segala kebutuhan masyarakat. Jaminan mempunyai fungsi yang 

sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena 

dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik 

bank maupun non bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan yang 

harus dipenuhi para pencari modal kalau ingin mendapatkan 

pinjaman atau tambahan modal baik dalam jangka panjang atau 

jangka pendek. Bagi debitur bentuk jaminan yang baik yaitu 

bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya 

sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik yaitu 

jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum 

bahwa kredit yang diperoleh kembali tepat pada waktunya. 
8
 

Dalam pengelolaan pendanaan tidak senantiasa berjalan 

dengan efektif dikarenakan adanya keterlambatan tunggakan 

pembayaran yang dilakukan oleh sebagian anggota pembiayaan. 

Lembaga keuangan syariah memiliki faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya wanprestasi, yaitu faktor diluar 

kekuasaan nasabah dan kesengajaan. Lembaga keuangan syariah 

dapat menggunakan sanksi jika terjadinya wanprestasi karena 

faktor kesengajaan. Tetapi, harus diketahui lebih jelas penyebab 

pembiayaan bermasalah, apakah terjadi karena kegagalan bisnis 

atau sengaja memperlambat pembiayaan atau karena bencana 

alam. Faktor tersebut akan membedakan cara penanganannya. 

Lembaga Keuangan Syariah dengan perbankan 

konvensional mempunyai prinsip yang berbeda dalam 

menyelesaikan permasalahan didalamnya. Pada lembaga 

keuangan syariah dilandasi berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah 

                                                           
8 Satrio J, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Cet 1 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), 97.  
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sedangkan bank konvensional tidak. Di dalam Islam diajarkan 

sebagaimana seorang nasabah yang memiliki kemampuan 

ekonomis dilarang menunda dalam penyelesaian hutangnya.
9
 

 مَط لُْ :قاَلَْ وَسَلَّمَْ عَلَي هِْ اللُْ صَلَّى النَّبِيْ عَنِْ عَن هُ، اللَّهُْ رَضِيَْ هُرَي  رةََْ أَبِْ عَنْ 
 فَ ل يَتَّبِعْ  مَلِيْ  عَلَى أتُ بِعَْ وَمَنْ  ظلُ مٌ، الغَنِيْ

Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: 

“Bagi orang kaya , menunda pembayaran utang adalah 

kezaliman. Dan apabila seorang dari kalian utangnya dialihkan 

(pembayaran utangnya) pada orang kaya, hendaklah ia ikuti. 

(HR. Bukhari dan Muslim).
 10 

 

Apabila nasabah yang berhutang dianggap pailit atau 

gagal dalam menyelesaikan hutangnya dikarenakan dia benar 

tidak mampu secara ekonomi bukan karena lalai, maka kreditor 

harus menunda tagihan hutang tersebut sampai dia sanggup 

membayarnya kembali. Didalam Al-Qur‘an dijelaskan mengenai 

perintah untuk memberi tangguh kepada orang yang tidak mampu 

membayar karena kesusahan. Al-Qur‘an surah Al-Baqarah ayat 

280 : 

                           

          

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah 

tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu 

bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila 

kamu mengetahui(-nya). (Q.S Al-Baqarah : 280). 

 

Jaminan fidusia ialah jaminan kebendaan di mana hak 

guna melaksanakan eksekusi baru terbuka setelah debitur cidera 

                                                           
9 Tusti Ariyati, ―Daratun Nasehah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) 

Metro 1439 H / 2018 M,‖ 2018, 2. 
10

 Muhammad Fu‘ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim, ed. Abu Firly 

Bassam Taqiy (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017).  
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janji (wanprestasi). Sebaliknya, selama debitur melaksanakan 

prestasi yang telah disepakati dalam akad perjanjian maka status 

benda yang menjadi objek jaminan tidak boleh diganggu gugat. 

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

1999 tentang Jaminan Fidusia. 

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka 

eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia 

dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial oleh 

penerima fidusia, penjualan melalui pelelangan umum, dan 

penjualan di bawah tangan. kreditur tidak dapat secara serta merta 

melaksanakan ekekusi atas objek jaminan fidusia terhadap debitur 

yang dinyatakan cidera janji/wanprestasi secara sepihak, 

melainkan harus didasarkan bahwa debitur tersebut mengakui 

bahwa dirinya telah melakukan cidera janji dan secara sukarela 

menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk 

dieksekusi kreditur. Selain itu, eksekusi terhadap objek jaminan 

fidusia dimaksud juga harus melalui penetapan fiat pengadilan 

sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

Pada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung 

mengalami banyak nasabah yang telat dalam melakukan 

pembayaran atau lebih dari jatuh tempo sehingga dalam hal ini 

dapat merugikan atau memberikan dampak yang buruk bagi pihak 

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. Semakin banyak 

pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS Mitra Agro Usaha, 

maka semakin mempunyai resiko yang tinggi dalam pembiayaan 

tersebut. Dalam pembiayaan bermasalah ini disebut perbuatan 

wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak nasabah 

yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BPRS sesuai 

dengan perjanjian yang telah disepakati.
11

 

Dalam hal ini tidak sedikit nasabah yang terkadang lalai 

atau terjadi wanprestasi dalam melakukan pembayaran 

pembiayaan di BPRS Mitra Agro Usaha. Sebelumnya diawal akad 

perjanjian sudah dijelaskan terkait peraturan yang harus di 

                                                           
11

 Miftahuddin,‖Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia‖, 

Wawancara,22 September 2022. 
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laksanakan, antara nasabah dengan pihak bank sudah melakukan 

persetujuan atau perjanjian dimana nasabah diwajibkan tetap 

membayar pembiayaan yang sudah disepakati. 

Apabila nasabah mengalami wanprestasinya dengan 

berbagai hal maka, petugas lapangan dari pihak BPRS Mitra Agro 

Usaha turun langsung melakukan kunjungan ke tempat kediaman 

debitur serta memberikan peringatan kepada debitur guna 

melakukan pembayaran angsuran yang telah terlewatkan. Pihak 

BPRS Mitra Agro Usaha memberikan surat peringatan (somasi) 

kepada pihak nasabah yang mengalami wanprestasi (cidera janji) 

bahkan adanya penarikan barang jika nasabah tidak mampu 

membayar. Namun tidak sedikit nasabah yang melakukan ingkar 

janji atau tidak memenuhi prestasinya dikarenakan berbagai hal. 

Maka, penundaan dalam pembayaran tersebut dapat dirugikan 

oleh pihak bank. 

Namun jika tidak adanya dengan surat peringatan kepada 

nasabah yang mengalami wanprestasi terutama melalui 

persetujuan dengan pihak nasabah, maka hal tersebut dapat 

merugikan pihak terkait.  

Dalam praktek perbankan di BPRS Mitra Agro Usaha 

nasabah sering terjadinya keterlambatan dalam pembayaran 

pembiayaan, maka dapat diberikannya surat peringatan kepada 

nasabah yang terjadi wanprestasi bahkan adanya penarikan barang 

jaminan sebagai jalan terakhir ketika nasabah tidak mampu dalam 

membayar pembiayaan.
 
Maka, hal ini perlu dikaji lagi dalam 

alternatif tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi yang 

menggunakan jaminan fidusia. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis 

tertarik untuk mengetahui lebih dalam permasalahan tersebut 

dengan mengangkat sebagai objek penelitian yang berjudul 

“Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi 

Menggunakan Jaminan Fidusia Dalam Tinjauan Hukum 

Islam dan Hukum Positif (Studi di PT. BPRS Mitra Agro 

Usaha Bandar Lampung”).  
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C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini terdapat pada perlindungan hukum 

bagi nasabah wanprestasi menggunakan jaminan fidusia dalam 

tinjauan hukum Islam dan hukum positif serta sub fokus penelitian 

ini tertuju pada bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah 

wanprestasi dalam jaminan fidusia. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, 

maka ditemukan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang 

melakukan wanprestasi pada jaminan fidusia di PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi pada 

jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang 

akan dicapai didalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah yang 

melakukan wanprestasi pada jaminan fidusia di PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif 

terhadap perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi 

pada jaminan fidusia di PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum terutama 

mengenai perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi 
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menggunakan jaminan fidusia terhadap tinjauan hukum Islam 

dan hukum positif. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat 

untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

(Muamalah). 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Skripsi Ersa Rizqita, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020 dengan judul ; 

―Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan 

Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di 

Perbankan Syariah‖. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan 

bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan BPRS Al-

Salaam dengan cara penjualan dibawah tangan. Mekanisme 

eksekusi jaminan fidusia tersebut telah sesuai dengan pasal 29 

UU Jaminan Fidusia. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia 

dilakukan dengan titel eksekutorial, penjualan melalui 

pelelangan umum, dan penjualan dibawah tangan. Dapat 

dikatakan bahwa BPRS Al-Salaam telah memberikan 

perlindungan hukum bagi nasabah atas pelaksanaan eksekusi 

jaminan fidusia. 
12

 

Perbedaan dalam penelitian tersebut mengenai 

permasalahan terhadap eksekusi dimana terdapat biaya tarik 

pada saat melakukan sita eksekusi jaminan dan tidak 

dilakukan penghapusan jaminan fidusia, sedangkan penelitian 

penulis terkait perlindungan hukum bagi nasabah yang 

mengalami wanprestasi atau cidera janji pada jaminan fidusia.  

2. Skripsi Muhammad Iqbal Agusti, Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya, Tahun 2023. Dengan judul ; ―Perlindungan Hukum 

Bagi Nasabah Pegadaian Dalam Perjanjian Kredit Kreasi 

Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian Area 

Palembang‖. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Kredit 

                                                           
12

 Erza Rizqita, ―Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Pelaksanaan 

Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Produk Pembiayaan Di Perbankan Syariah,‖ 2020. 
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Angsuran Sistem Fidusia (Kreasi) yakni perjanjian dengan 

pembayaran secara angsuran bulanan yang bertujuan guna 

mengembangkan UMKM melalui penyaluran jaminan BPKB 

kendaraan bermotor secara langsung atau kemitraan dan 

bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pegadaian 

kepada nasabah dapat berupa perlindungan hukum secara 

preventif secara mitra kerjasama dengan Asuransi Jiwa dan 

dalam hal perlindungan hukum secara represif seperti kredit 

bermasalah, yakni alternatif penyelesaian kredit secara 

bertahap, mulai dari restrukturisasi kredit hingga penjualan 

barang jaminan. 
13

 

Perbedaan ini terjadi pada perlindungan hukum kepada 

nasabah dalam perjanjian kredit, sedangkan penelitian ini 

terkait perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami 

wanprestasi atau cidera janji pada jaminan fidusia. 

3. Skripsi Riska Rahmadani, mahasiswa Fakultas Syari‘ah dan 

Hukum UIN Alauddin Makassar, Tahun 2018, berjudul ; 

―Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia‖. Hasil 

penelitian tersebut yaitu Dalam Undang-Undang Jaminan 

Fidusia untuk menciptakan perlindungan terhadap kreditur 

maka terlebih dahulu perjanjian Jaminan Fidusia harus 

didaftarkan, seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-

Undang Jaminan Fidusia, pendaftaran sebagai pemenuhan 

asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang hanya 

dengan akta Notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan 

melahirkan hak preferen terhadap kreditur penerima fidusia 

Kedudukan kreditur penerima fidusia piutang adalah sebagai 

pemegang jaminan, sedangkan kewenangan sebagai pemilik 

yang dipunyainya adalah kewenangan yang masih 

berhubungan dengan jaminan itu sendiri (bersifat terbatas), 

karena benda objek jaminan fidusia tersebut tidak berada 

langsung dibawah kekuasaannya. perlindungan hukum bagi 

kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh 

                                                           
13 Muhammad Iqbal Agusti, ―Perlindungan Hukum Bagi Nasabah 

Pegadaian Dalam Perjanjian Kredit Kreasi Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. 

Pegadaian Area Palembang". 4, no. 1 (2023): 88–100. 
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notaris, maka notaris yang diberi kuasa untuk melakukan 

pendaftaran dapat digugat dan dihukum oleh hakim perdata 

untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang 

mengalami kerugian.
14

 

Perbedaan hal ini terjadi pada pelindungan hukum 

terhadap kreditur fidusia sedangkan peneliti membahas 

perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi atau cidera 

janji pada jaminan fidusia 

4. Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, Nida Aulia, Dosen 

Fakultas Syari‘ah UIN Raden Intan Lampung, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 

Alumni UIN Raden Intan Lampung, judul ―Praktik Pengalihan 

Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak 

Lain Perspektif Hukum Islam‖. Hasil dari penelitian ini adalah 

praktik pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual 

beli barang kredit pada masyarakat modern saat ini, banyak 

kasus dimana pada pelaksanaannya hanya melibatkan pihak 

pembeli pertama dan pembeli kedua tanpa sepengetahuan dari 

pihak perusahaan leasing yang masih menjadi pemilik resmi 

barang kredit yang diperjualbelikan. Berawal dari transaksi 

yang dilakukan tanpa pengurusan secara prosedural ke 

perusahaan leasing, hal itu menimbulkan suatu wanprestasi 

berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan penggelapan 

objek barang kredit. Namun secara umum terkait praktik 

pengalihan pembayaran kepada pihak lain dalam jual beli 

barang kredit selama memenuhi syarat dan rukun serta 

berdasarkan prosedur yang benar yaitu melibatkan pihak 

leasing, maka dalam pandangan hukum Islam 

diperbolehkan.
15

 

5. Jurnal H.A. Khumedi Ja'far. Dengan judul ―Perlindungan 

Konsumen Dalam Prespektif Hukum Bisnis islam‖. Hasil 

pembahasan dalam jurnal tersebut Islam telah menentukan 

                                                           
14 Riska Rahmadani, ―Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Fidusia,‖ 

2018. 
15 Uswatun Hasanah, Dedi Setiawan, and Nida Aulia, ―Praktik Pengalihan 

Pembayaran Dalam Jual Beli Barang Kredit Kepada Pihak Lain Perspektif Hukum 

Islam,‖ Asas 14, no. 01 (2022): 62–69, https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13143. 
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nilai-nilai etika bisnis yang bertujuan untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen dengan cara beri'tikad baik, 

tidak boleh bersumpah palsu, tidak boleh mengurangi 

takaran/timbangan, tidak boleh menjual barang yang cacat, 

menghindari riba dan mengeluarkan zakat sebagai pembersih 

harta. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen yang behim tersentuh oleh etika 

bisnis Islam adalah larangan jual beli barang atau jasa yang 

haram, larangan riba dan keharusan mengeluarkan zakat.
16

 

6. Jurnal Fathul Muin, Babby Oktavianda, Rissa Afni Martinova, 

dan Chandra Muliawan. Fakultas Syariah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Hukum Universitas 

Malahayati Bandar Lampung. Dengan judul ―Perlindungan 

Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. 

Lampung Berkah Finansial Teknologi‖. Hasil dari penelitian 

ini adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.07/2016 

Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi dan Asosiasi Fintech Pendanaan 

Bersama Indonesia (AFPI) merupakan upaya dan bentuk 

perlindungan hukum konsumen dalam Transaksi Bisnis 

Financial Technology pada PT. Lampung Berkah Finansial 

Teknologi. Agar konsumen atau borrower terhidar dari jerat 

hutang dan permasalahan lainnya dalam transaksi bisnis 

Fintech pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi ini 

maka konsumen atau borrower perlu memperhatikan 

tindakan-tindakan preventif seperti membaca dan memahami 

seluruh informasi serta syarat ketentuan, melakukan pinjaman 

sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta ingat akan 

kewajiban membayar pinjaman. Penyelesaian hukum terhadap 

konsumen terkait permasalahan hukum yang dialami pada PT. 

Lampung Berkah Finansial Teknologi (Lahan Sikam) adalah 

dengan standar mekanisme pelaksanaan Internal Dispute 

Resolution (IDR) dan Alternative Dispute Resolution (ADR). 

Tujuannya agar konsumen Lahan Sikam mendapatkan 

                                                           
16 H. A. Khumedi Ja‘far, ―Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif 

Hukum Bisnis Islam,‖ Asas 6, no. 1 (2014): 95–105. 
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kejelasan atau kepastian hukum atas penanganan pengaduan 

dan sengketanya.
17

 

Dari beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan antara 

peneliti dengan peneliti di atas yakni sama sama membahas 

tentang jaminan fidusia. Sedangkan perbedaan pada penelitian 

di atas yaitu skripsi penulis membahas mengenai perlindungan 

hukum bagi nasabah yang mengalami wanprestasi dalam 

menggunakan jaminan fidusia. 

 

H. Metode Penelitian 

Adapun metode atau bentuk penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif 

yaitu pengumpulan data dari suatu peristiwa yang terjadi di 

lapangan untuk menemukan konsep atau teori yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.
18

 Berdasarkan jenis penelitian 

yang digunakan penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field reseach) yaitu bentuk pengamatan objek dan 

pengumpulan data yang akan dikaji secara langsung 

dilapangan. Penelitian ini dilakukan untuk membahas terkait 

perlindungan hukum bagi nasabah wanprestasi di PT. BPRS 

Mitra Agro Usaha. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, dan 

memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian 

secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah 

wanprestasi atas jaminan fidusia. 

 

                                                           
17 Mu‘in F et al., ―Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis 

Fintech Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi,‖ Jurnal Hukum Malahayati 

2, no. 1 (2021): 27–41, 

http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4002. 
18

 Sarmanu, Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan 

Statistika (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 45.  
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung melalui responden atau obyek yang diteliti. 

Dalam hal ini untuk memperoleh data tersebut dapat melalui 

observasi dan wawancara dari responden langsung.
19

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah diperoleh 

atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang 

telah ada. Data sekunder sebagai pelengkap dari data primer 

yaitu diperoleh dari buku, laporan dan jurnal yang berkaitan 

dengan yang diteliti sebagai penunjang dan pelengkap dalam 

penelitian. 
20

 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang 

dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian secara 

langsung di tempat penelitian dengan menggunakan 

pengamatan dan penginderaan. Peneliti terjun langsung ke 

lokasi penelitian yaitu di PT. BPRS Mitra Agro Usaha 

Bandar Lampung.  

b. Wawancara (Interview) 

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data melalui proses komunikasi yang berlangsung secara 

lisan melalui dua orang atau lebih secara bertatap muka. 

Wawancara (interview) bertujuan memperoleh informasi atau 

keterangan data melalui tanya jawab dengan narasumber 

kepada PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung.  

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah salah satu teknik yang 

digunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

                                                           
19 Siyoto Sandu, Dasar Metodologi Penelitian, ed. Ayup (Yogyakarta: 

Literasi Media Publishing, 2015), 67.  
20 Ibid. 
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agenda dan sebagainya. Metode yang digunakan bertujuan 

memperoleh data yang diberkaitan dengan data dilapangan.
21

 

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan ataupun himpunan 

orang, benda (hidup ataupun mati), peristiwa kasus-kasus, 

waktu maupun tempat dengan karakteristik yang sama. 

misalnya penduduk suatu kota ataupun kecamatan, 

mahasiswa di suatu institut ataupun universitas, 

narapidana di suatu lembaga pemasyarakatan, dan 

sebagainya.
22

 Populasi dalam penelitian ini adalah 50 

nasabah yang menggunakan produk jaminan fidusia dan 7 

pekerja bank yang menangani jaminan fidusia pada kantor 

BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung. 

b. Sampel 

Sampel merupakan himpunan bagian atau bagian ataupun 

sebagian dari populasi dalam sesuatu penelitian pada 

umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, 

akan tetapi dilaksanakan pada sampel.
23

 Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, menurut Sugiyono (2001:61) Purposive 

Sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Jadi, sampel dalam penelitian ini 

yang diambil adalah 5 orang yang terdiri dari 4 nasabah 

dan 1 pekerja bank BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung. Sampel yang dilakukan dalam penelitian hanya 

sedikit yang diambil dikarenakan yang dilakukan dalam 

wawancara hanya terhadap nasabah yang melakukan 

wanprestasi menggunakan jaminan fidusia. 
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22 Muslim, Metode Penelitian Hukum Islam, 2022,39. 
23 Ibid,40. 
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5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

a. Metode Pengolahan Data 

Untuk mengelola data yang telah dikumpulkan oleh 

penulis menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut : 

1. Editing, atau mengedit merupakan aktivitas mengecek 

kelengkapan serta kejelasan pengisian instrumen 

pengumpulan informasi, semacam catatan pengumpulan 

pertanyaan yang sudah dikembalikan oleh responden.
24

 

Proses editing dari penelitian ini adalah melakukan 

pengecekan kembali kelengkapan pengisian wawancara, 

kesesuaian jawaban, relevan atau tidaknya jawaban 

dengan pokok permasalahan yang diteliti terutama dalam 

hal perlindungan hukum terhadap nasabah wanprestasi 

menggunakan jaminan fidusia. 

2. Organizing, teknik yang digunakan untuk menyusun data-

data yang telah dikumpulkan dengan cara yang lebih 

sistematis agar lebih mudah dipahami melalui teknik 

penyusunan data mulai dari wawancara, dokumentasi, 

studi pusta hingga pengumpulan data di lapangan agar 

dapat menggambarkan lebih jelas terkait masalah yang 

diteliti. 

b. Metode Analisis Data 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menafsirkan, 

menginterprestasikan, mengklasifikasikan data, dan 

menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-

data yang berasal dari literatur bacaan. 

Sedangkan metode berpikir menggunakan metode 

induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang 

khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang telah 

diselidiki. Hasil analisis dituangkan di bab-bab yang telah 

dirumuskan dalam sistematika pembahasan. 

 

 

                                                           
24

 Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, ed. Aidil Amin Effendy 

(Surabaya, 2021), 89.  
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I. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan, bab ini 

berisikan uraian terkait penegasan judul, latar belakang masalah, 

fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas landasan teori, berisikan kajian 

terhadap beberapa teori yang menjadi landasan dalam mendukung 

studi penelitian, yaitu tinjauan mengenai rahn tasjily serta tinjauan 

terkait Jaminan Fidusia. 

Bab ketiga yaitu deskripsi objek penelitian, bab ini 

membahas terkait deskripsi objek penelitian diantaranya gambaran 

umum objek penelitian dan praktik pelaksanaan perlindungan 

hukum akibat nasabah wanprestasi menggunakan jaminan fidusia. 

Bab keempat yaitu analisis data, membahas terkait praktik 

pelaksanaan perlindungan hukum akibat nasabah wanprestasi 

menggunakan jaminan fidusia serta tinjauan hukum Islam dan 

hukum positif terhadap perlindungan hukum kepada nasabah 

wanprestasi pada jaminan fidusia. 

Bab kelima merupakan penutup, bab ini terkait dari hasil 

kesimpulan penulis mengenai pandangan hukum islam dan hukum 

positif tentang perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi 

pada jaminan fidusia dan saran atau masukan dari peneliti 

terhadap pihak yang terkait dengan hasil penelitian. 
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A. Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum kepada nasabah wanprestasi dalam 

jaminan fidusia di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung, telah melakukan peringatan kepada nasabah yang 

mengalami wanprestasi agar segera menyelesaikan 

kewajibannya yakni melalui surat peringatan (somasi) dari 

peringatan awal hingga akhir guna melakukan pembayaran 

pembiayaan, bahkan adanya penarikan jaminan sebagai jalan 

terakhir guna melunasi pembayaran. Namun jika tidak 

adanya surat peringatan atau tidak adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak maka hal tersebut dapat merugikan salah 

satu pihak. 

2. Dalam hukum Islam sesuai ketentuan DSN-MUI Fatwa 

Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa hal ini 

harus melewati proses peringatan kepada rahin guna 

memenuhi prestasinya terlebih dahulu. Bahwa perlindungan 

hukum terhadap nasabah wanprestasi dalam pelaksanaan 

eksekusi jaminan harus sesuai berdasarkan hukum Islam 

yang ada. Sedangkan, hukum positif terkait perlindungan 

hukum terhadap debitur harus sesuai dengan Undang-Undang 

Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yakni bersifat 

represif serta preventif. Sehingga tidak diperbolehkan dengan 

cara lain karena hal ini dapat mengakibatkan eksekusi 

menjadi batal demi hukum.  

 

B. Saran 

1. Kepada pihak PT. BPRS Mitra Agro Usaha Bandar 

Lampung, sebaiknya melakukan pengawasan yang ketat 

terhadap debitur yang terjadi wanprestasi guna debitur dapat 

melunasi pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati. 

Hal ini mengantisipasi jika terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan ataupun di luar kendali. Jadi, kewajibannya harus 

BAB V 

PENUTUP 
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tetap tunduk dan patuh dalam hukum Islam serta hukum 

positif.  

2. Kepada pihak debitur sebaiknya mengetahui kewajiban dan 

hak dalam melakukan pembayaran guna melunasi 

pembiayaan yang tertunda. Debitur yang baik ialah mampu 

melunasi segala pembiayaan tepat pada waktu yang telah di 

tentukan. 
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